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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah menganalisis peran masyarakat sipil (organisasi) dalam meningkatkan
akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam
pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dan negara lain. Fungsinya sebagai
jembatan antara pemerintah dan warga, meningkatkan partisipasi publik, mengadvokasi perubahan
kebijakan. Beberapa contoh organisasi Non Pemerintah (NGO) tersebut, adalah: (1) WALHI
(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); (2) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
(3) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penelitian menggunakan metodologi
kualitatif deskriptif dengan lokus pada organisasi masyarakat sipil yang berhasil memantau kinerja
birokrasi dan berfokus pada studi kasus berbagai organisasi masyarakat sipil yang telah berhasil
memantau kinerja birokrasi dengan mengQunakan tinjauan literatur yang komprehensif untuk
mengeksplorasi temuan-temuan penelitian terbaru. Tiga teori yang menguatkan penelitian, yaitu
Bovens (akuntabilitas), Putman (teori partisipasi publik) dan peran lembaga Ombudsman dalam
menyelesaiakn aduan atau keluhan pelayanan publik dan mendorong pengawasan preventif yang
dilakukan oleh masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat sipil dapat
melakukan, seperti: (1) Pengawasan Pemerintah; (2) Advokasi Kebijakan; (3) Pemberdayaan
Masyarakat; (4) Pendidikan dan Kesadaran Publik. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan
efektifitas organisasi masyarakat sipil, akseptabilitas informasi, dan dukungan entitas pemerintah.

Kata kunci : Akuntabilitas, Birokrasi, Masyarakat-Sipil, Pengawasan-Publik.

ABSTRACT
The research aims to analyze the role of civil society organizations in enhancing bureaucratic accountability
through public oversight. Civil society plays a crucial role in the social, economic, and political development in
Indonesia and other countries. Its function as a bridge between the government and citizens, increases public
participation, advocates policy changes. Some examples of Non-Governmental Organizations (NGOs) are: (1)
WALHI (Indonesian Forum for Environment); (2) Women Household Heads Empowerment (PEKKA); (3)
Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI). The study uses descriptive qualitative methodology focusing on civil
society organizations that have successfully monitored bureaucratic performance and delves into case studies of
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various civil society organizations that have successfully monitored bureaucratic performance using a
comprehensive literature review to explore the latest research findings. Three theories that underpin the research
are Bovens (accountability), Putnam (theory of public participation), and the role of the Ombudsman institution
in resolving public service complaints and encouraging preventive oversight conducted by civil society. The
research results show that civil society can carry out roles such as: (1) Government oversight; (2) Policy advocacy;
(3) Community empowerment; (4) Public education and awareness. This can enhance the capacity and
effectiveness of civil society organizations, the acceptability of information, and government entity support.

Keywords: Accountability, Bureaucracy, Civil Society, Public Oversight.

A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pada era modern, akuntabilitas birokrasi merupakan hal yang mendasar untuk
menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif. Tata kelola pemerintahan yang
efektif, memiliki peran yang tak terbantahkan dalam akuntabilitas birokrasi yang menjadi
inti dari perdebatan mengenai reformasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang
efektif (Herizal et al., 2020). Salah satu kunci utama untuk memastikan akuntabilitas
birokrasi adalah pengawasan publik oleh masyarakat sipil. Bersama dengan berbagai
organisasi, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memantau kinerja birokrasi
untuk memastikan bahwa birokrasi tetap transparan, akuntabel, dan efisien (Ahyaruddin
& Akbar, 2020).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar untuk menjaga integritas dan
kredibilitas pemerintah dengan memastikan bahwa birokrasi bertanggung jawab kepada
publik atas keputusan dan tindakannya. Dengan akuntabilitas yang kuat, pemerintah
dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan salah urus
(Oktavianus Pasaloran, 2021). Peran masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja birokrasi
juga tidak kalah pentingnya. Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas untuk
memastikan bahwa birokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis,
transparan dan ketidakberpihakan (Heryani, Etih, 2022). Dengan berpartisipasi aktif
dalam proses pengawasan, masyarakat sipil dapat memberikan masukan, menyoroti
ketidakkonsistenan, dan memfasilitasi perbaikan dalam sistem administrasi. Artinya
bahwa akuntabilitas birokrasi diperlukan untuk manajemen yang efektif dan penyediaan
layanan publik yang berkualitas (Sudrajat, 2020). Selain itu, studi tentang pegawai negeri
sipil masyarakat adat menyoroti tantangan yang mereka hadapi dalam mewakili
komunitas mereka secara aktif dalam birokrasi, yang memperkuat perlunya model
birokrasi perwakilan yang inklusif untuk meningkatkan akuntabilitas dan hasil kebijakan
(Sayuti et al., 2018). Salah satu contohnya di Nigeria, akuntabilitas di sektor publik
memainkan peran kunci dalam mengatasi penurunan kualitas layanan dan moral dengan
menekankan peran pejabat publik dalam memprakarsai dan mengimplementasikan
kebijakan untuk kesejahteraan warga negara. Perspektif teoritis juga menyoroti relevansi
etika birokrasi, akuntabilitas dalam demokrasi dan budaya organisasi untuk memastikan
akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi (Haning, 2019).

Di Indonesia, kurangnya akuntabilitas birokrasi sering kali menjadi sorotan yang
disebabkan oleh tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif dan kurangnya transparansi
dalam proses pengambilan keputusan, penyalahgunaan wewenang dan perilaku koruptif
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merupakan hal yang biasa terjadi di semua tingkat birokrasi (Haning, 2019). Hal ini dapat
menyebabkan ketidakseimbangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para birokrat.
Peran masyarakat sipil dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan
publik sangatlah penting (Riyanto & Kovalenko, 2023). Beberapa strategi dapat dilakukan
untuk memperkuat peran masyarakat sipil, termasuk meningkatkan literasi publik,
meningkatkan kerja sama di antara organisasi masyarakat sipil, dan meningkatkan
transparansi kegiatan birokrasi (Haning, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengeksplorasi secara rinci peran masyarakat sipil dalam meningkatkan
akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan warga negara secara aktif (Adi, 2019).

Dalam penelitian terdahulu yang dikemukakan Syamsiah dalam jurnalnya ‘konsep
inti Akuntabilitas’ menyatakan sebagian besar kerangka kerja teoritis tentang akuntabilitas
mengasumsikan adanya hubungan sebab-akibat yang linier dan bahwa proses
pengambilan keputusan bersifat rasional, sadar, dan berorientasi pada pencapaian yang
kolektif (Asmarani, 2023). Walupun demikian, penting untuk dicatat bahwa asumsi-
asumsi ini tidak selalu didukung secara empiris. Melainkan, seperti yang dijelaskan dalam
kerangka teori terdapat ketidakkonsistenan secara teoritis dalam tujuan akuntabilitas,
yang mungkin berfokus pada memaksimalkan fungsi disfungsional seperti menjaga
hubungan dan loyalitas (Herizal et al., 2020). Terdapat alasan lain mengapa tidak boleh
diasumsikan bahwa akuntabilitas yang efektif hanya dapat menghasilkan hasil yang
positif atau yang diinginkan. Dalam kasus-kasus yang krisis, hal ini dapat menyebabkan
terganggunya fungsi sosial-ekonomi dan pelanggaran hak-hak minoritas dan kelompok-
kelompok lain (Asmarani, 2023).

Sedangkan berdasarkan literatur penulis, teori yang relevan dalam akuntabilitas
publik adalah Teori Akuntabilitas Publik yang dikemukakan oleh Bovens (Bonvens, 2020,
p-452). Teori ini menekankan pentingnya transparansi, pertanggungjawaban, dan
responsibilitas dalam menjaga akuntabilitas birokrasi dalam meningkatkan efektivitas
pelayanan dan administrasi publik. Teori ini konsisten dengan temuan bahwa
akuntabilitas dalam birokrasi pemerintah memainkan peran kunci dalam meningkatkan
efisiensi pelayanan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik
dalam proses pengambilan keputusan (Herizal et al., 2020). Disamping itu, penelitian
tentang komitmen organisasi selama pandemi melihat bagaimana teori pertukaran sosial
dapat diterapkan untuk mengembangkan akuntabilitas di organisasi sektor publik,
terutama untuk mempertahankan keterlibatan karyawan (Heryani, Etih, 2022). Penelitian-
penelitian tersebut menyoroti peran penting akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,
penyediaan layanan publik, dan efektivitas organisasi. Selain itu, Teori Pengawasan Publik
dalam peranan Ombudsman juga memberikan wawasan mengenai bagaimana
masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja birokrasi (Sari
et al., 2022). Teori pengawasan publik melingkupi kekuasaan, akuntabilitas, dan
kewarganegaraan. Kekuasaan dalam pengawasan publik merujuk pada wewenang untuk
memonitor dan mengatur layanan publik, dengan tujuan memastikan transparansi dan
efisiensi (Habibillah & Magriasti, 2022). Akuntabilitas melibatkan tanggung jawab untuk
mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyediaan
layanan publik, yang menjadi penting untuk memelihara kepercayaan dan integritas
(Stewart et al., 2023). Peran kewarganegaraan sangat signifikan dalam pengawasan publik,
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dengan melibatkan masyarakat dalam memantau aktivitas pemerintah, mendorong
partisipasi, dan memastikan respon terhadap kebutuhan warga. Secara bersama-sama,
elemen-elemen ini membentuk fondasi pengawasan publik yang efektif, mempromosikan
tata kelola yang baik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan kualitas layanan untuk
kepentingan masyarakat (Sudrajat, 2020). Konsep pengawasan publik mencakup
kekuasaan, akuntabilitas, dan kewarganegaraan dalam menjamin standar dan kualitas
layanan publik . Berbagai konsep teoritis menyumbang pada pengawasan pendidikan
modern, yang menekankan demokratisasi praktik pengawasan dan partisipasi (Riyanto &
Kovalenko, 2023). Di Indonesia, lembaga Ombudsman memegang peran kunci dalam
mengawasi layanan publik, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun terdapat kendala-kendala
tersebut, kepercayaan terhadap lembaga Ombudsman terus berkembang, sebagaimana
tercermin dari peningkatan konsultasi yang dilakukan oleh publik di luar pelaporan resmi
(Siahaan et al., 2022).

Sementara itu, Teori Partisipasi Masyarakat Sipil oleh Putham menyoroti pentingnya
partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan
akuntabilitas birokrasi (Riyanto & Kovalenko, 2023). Teori ini menekankan pentingnya
masyarakat sipil aktif dan membangun jaringan sosial untuk kesejahteraan sosial. Konsep
juga menekankan pentingnya hubungan yang berkelanjutan, seperti asosiasi dan grup,
dalam mempromosikan kohesi sosial yang berkontribusi pada manfaat seperti
berkurangnya kejahatan, peningkatan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi (Putnam,
2020) . Selain itu, evolusi masyarakat sipil dalam pemerintahan, yang dipengaruhi oleh
reformasi neoliberal dan transisi menuju demokrasi, telah meningkatkan penekanan pada
partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Gagasan ini
memberikan kerangka teori untuk memahami dan mendorong partisipasi masyarakat sipil
dalam proses sosial dan politik (Situmorang et al., 2020).

Kebaharuan dalam penelitian ini mengenai pengawasan publik oleh masyarakat
sipil dengan temuan-temuan penting yang memperdalam pemahaman penelitian
mengenai bagaimana partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas
birokrasi. Melakukan beberapa pengawasan melalui, badan pengawas independen, sistem
pengaduan masyarakat, dan tinjauan kinerja berkala (Sari et al., 2022). Masyarakat sipil
telah terbukti berhasil dalam menemukan kekurangan layanan, menentukan area yang
perlu diperbaiki, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja (Heryani, Etih,
2022). Pengawasan publik membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan,
meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan demokrasi melalui akuntabilitas
dan transparansi. Guna memantau dan menegakkan akuntabilitas birokrasi pemerintah,
partisipasi masyarakat sipil.

B. METODE (METHOD)

Metodologi kualitatif dan berfokus pada studi kasus berbagai organisasi
masyarakat sipil yang telah berhasil memantau kinerja birokrasi dan akuntabilitas
(Bozeman, 2007).
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Studi ini akan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif sebagai data analisis untuk
mengeksplorasi temuan-temuan penelitian terbaru mengenai strategi yang efektif yang
dapat digunakan oleh masyarakat sipil untuk memantau birokrasi. Data dikumpulkan
melalui penelusuran sumber-sumber akademis di bidang administrasi publik dengan
tujuan untuk mengeksplorasi konsep dan teori yang berkaitan dengan dengan
akuntabilitas birokrasi, pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sipil. Maka dari itu
jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang disajikan dalam bentuk
narasi atau bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan penyajian data. Data tersebut
kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan konsep-konsep yang
berkaitan dengan akuntabilitas birokrasi, pengawasan publik dan partisipasi masyarakat
sipil, dan kemudian diberikan penjelasan yang relevan melalui proses interpretasi data.

C. HASIL DAN DISKUSI (RESULT AND DISCUSSION)
Hasil (Result)

Peran Masyarakat Sipil dalam Meningkatkan Akuntabilitas Birokrasi melalui
Pengawasan Publik

Peran masyarakat sipil sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi
melalui pengawasan publik. Pengawasan publik adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh sektor publik untuk memantau kinerja birokrasi dan memastikan
kepatuhan mereka terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan juga
merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi pemerintah
dengan efektivitas pelayanan publik (Riyanto & Kovalenko, 2023). Melalui pengawasan
yang efektif, pemerintah menjadi lebih terbuka dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya. Terdapat beberapa pengawasan publik, seperti badan pengawas
independen, sistem pengaduan masyarakat, dan tinjauan kinerja secara berkala, dapat
digunakan untuk memastikan penyediaan layanan publik yang lebih berkualitas. Melalui
praktik pemantauan yang cermat, kelemahan dalam pemberian layanan dapat
diidentifikasi dan langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat diambil untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi (Situmorang et al., 2020). Maka dari itu, dengan
secara aktif memantau kegiatan birokrasi, masyarakat sipil dapat mengurangi risiko
penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Partisipasi aktif masyarakat sipil juga
memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban birokrasi atas keputusan
dan tindakan yang dilakukan (Oktavianus Pasaloran, 2021).

Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pengawasan publik terhadap
birokrasi, yang dapat dilakukan dengan berbagai metode dan telah terbukti manfaatnya:
Pertama: Masyarakat sipil dapat memantau dan menganalisis kebijakan publik yang
dirumuskan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan
kebutuhan warga negara dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan peran aktif
masyarakat sipil dalam mengawasi proses perumusan kebijakan publik, memastikan
adanya akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan
dan aspirasi warga negara (Haning, 2019).
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Kedua: Masyarakat sipil dapat mengontrol penggunaan dana publik untuk
memastikan efisiensi dan efektivitasnya dengan memantau anggaran publik. Tindakan
pengawasan ini mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawasi
pengelolaan keuangan publik serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam
penggunaan dana tersebut. Ketiga: Masyarakat sipil juga dapat menginvestigasi dugaan
korupsi di dalam birokrasi dan melaporkan temuan mereka kepada pihak berwenang.
Tindakan ini menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawasi integritas
dan akuntabilitas di sektor publik, serta memberikan kontribusi positif dalam upaya
pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata kelola yang baik (Asmarani, 2023).

Keempat: Masyarakat sipil juga dapat mengadvokasi reformasi birokrasi dan
kebijakan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini menandakan partisipasi
aktif mereka dalam proses demokratisasi dan tata kelola pemerintahan, serta memberikan
tekanan positif kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada demi kepentingan
masyarakat secara keseluruhan (Haning, 2019).

Pengawasan Publik Oleh Masyarakat Sipil

Pengawasan publik oleh masyarakat sipil memiliki sejumlah manfaat penting, di
antaranya, yaitu Pertama: Pengawasan publik memegang peran penting dalam
mendorong birokrasi untuk menjalankan tugasnya dengan lebih akuntabel dan
transparan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, birokrasi diharapkan
dapat memperbaiki praktik-praktik yang kurang transparan dan meningkatkan
akuntabilitas terhadap masyarakat. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih
transparan dan memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih baik
terhadap informasi yang berkaitan dengan keputusan dan tindakan birokrasi (Heryani,
Etih, 2022).

Kedua: Pengawasan publik juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan dan korupsi di dalam birokrasi. Dengan adanya kontrol yang lebih besar,
birokrasi diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan standar etika yang lebih tinggi.
Melalui pengawasan yang ketat, diharapkan akan tercipta kontrol yang lebih efektif
terhadap tindakan-tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum. Ini menciptakan
lingkungan yang lebih akuntabel di mana birokrasi harus bertanggung jawab atas
keputusan dan tindakan mereka (Sari et al., 2022).

Keriga: Pengawasan publik meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penguatan
pengawasan mendorong birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan
yang mereka berikan kepada masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang ketat,
diharapkan birokrasi akan lebih memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas
dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini dapat menciptakan tekanan positif
bagi birokrasi untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam penyediaan layanan
publik, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih baik (Heryani, Etih,
2022).

Keempat: Pengawasan publik adalah salah satu fondasi terpenting dari demokrasi
yang sehat. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam
mengontrol pemerintahan dan memastikan akuntabilitas lembaga-lembaga publik.
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Pengawasan publik yang efektif akan meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan dan
tindakan pemerintah akan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada
gilirannya akan memperkuat dasar-dasar demokrasi. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil
dalam pengawasan publik membantu memastikan bahwa kepentingan publik terwakili dan
terlindungi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah (Sudrajat, 2020).

Faktor-faktor Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Mengawasi Birokrasi yang
Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi birokrasi adalah elemen penting
dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta untuk memerangi korupsi.
Lembaga masyarakat sipil memiliki peran dalam memonitor kegiatan otoritas publik,
melindungi hak-hak individu, memastikan akses terhadap informasi, dan memberikan
edukasi hukum untuk mengurangi tingkat korupsi. Sebagai contoh, di Filipina,
Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) telah secara signifikan berkontribusi pada tata kelola
lokal melalui proyek-proyek yang dibiayai oleh program-program seperti Bottom-up
Budgeting (BUB), yang memperkuat kemitraan dan akuntabilitas pemerintah (Yasay,
2018). Selain itu, penyesuaian organisasi masyarakat sipil dengan kepentingan progresif
telah memengaruhi fokus pada isu ilegalitas dalam diskusi tentang imigrasi di Amerika
Serikat. Secara keseluruhan, keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mencari solusi
peradilan, mempromosikan tata kelola yang baik, dan memobilisasi opini publik untuk
melawan korupsi menegaskan efektivitasnya dalam mengawasi birokrasi dan
mendorong administrasi yang lebih akuntabel serta transparan (Riyanto & Kovalenko,
2023). Maka dari itu, efektivitas keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi
birokrasi mempengaruhi beberapa faktor-faktor yang meliputi: Pertama: Tingkat
Partisipasi Masyarakat, yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik
memiliki korelasi langsung dengan efektivitas peran masyarakat sipil dalam
meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Dalam proses partisipasi publik, masyarakat
secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan
masyarakat. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi,
kebutuhan, dan harapan mereka kepada birokrasi pemerintahan. Partisipasi publik
yang berkelanjutan dapat secara efektif mendorong transparansi, memperkuat
pengawasan, dan memperkuat pertanggungjawaban birokrasi pemerintahan kepada
masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin efektif pengawasan
terhadap birokrasi. Partisipasi publik juga merupakan elemen yang tidak dapat
diabaikan dalam konteks akuntabilitas birokrasi pemerintahan (Situmorang et al., 2020).

Kedua: Akses Informasi yang memadai, yaitu: Ketersediaan informasi yang
memadai, aspek penting bagi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan publik
secara efektif. Akses yang memadai terhadap informasi akan memungkinkan
masyarakat untuk memantau kegiatan birokrasi dengan lebih akurat. Sejalan dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, peluang
baru muncul untuk meningkatkan transparansi dalam birokrasi pemerintahan.
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Penggunaan platform online, portal transparansi, dan sistem informasi publik adalah
contoh sarana efektif yang dapat digunakan untuk memberikan akses yang lebih mudah
dan cepat terhadap informasi yang relevan bagi masyarakat. Ini memungkinkan
partisipasi yang lebih luas dan informasi yang lebih terbuka dalam pengawasan publik
terhadap birokrasi (Wahyu Wagiman & Mutia Salsabila, 2022).

Ketiga: Dukungan Pemerintah, yaitu: dukungan yang diberikan oleh pemerintah,
baik dalam bentuk regulasi, alokasi dana, maupun pelatihan, dapat memberikan
kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas peran masyarakat sipil dalam
mengawasi birokrasi. Pemerintah harus memahami pentingnya transparansi sebagai
strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik, dan juga
harus memiliki tekad untuk mengimplementasikan kebijakan serta praktik yang
mendukung prinsip-prinsip transparansi (Stewart et al.,, 2023). Hal ini mencakup
keterlibatan aktif dalam pembuatan kebijakan yang mempromosikan akses terhadap
informasi publik, peningkatan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dan
pembentukan mekanisme yang memastikan bahwa informasi relevan tersedia bagi
masyarakat secara adil dan terbuka. Komitmen dan kesadaran pemerintah terhadap
transparansi sangat penting bagi tata kelola yang baik dan layanan publik yang
berkualitas (Winoto & Handayani, 2022).

Keempat: Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil, yaitu: kapasitas organisasi
masyarakat sipil, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan pengetahuan, juga
memengaruhi efektivitas mereka dalam mengawasi birokrasi. Birokrasi yang memiliki
kapasitas yang memadai, baik dari segi keahlian, keterampilan, maupun kedisiplinan
pegawai, akan lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh
karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pegawai,
seperti pelatihan, pengembangan, dan pemberian insentif yang sesuai (Yasay, 2018).

Strategi Untuk Memperkuat Peranan Masyarakat Sipil dalam Meningkatkan
Akuntabilitas Birokrasi.

Untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam meningkatkan akuntabilitas
birokrasi, diperlukan pendekatan yang holistik dan terfokus. Salah satu strategi kunci
adalah mendukung partisipasi inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat terlibat
dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Hal ini mencakup pembangunan
kapasitas masyarakat sipil untuk memahami hak dan tanggung jawabnya, serta
memfasilitasi kerjasama antar-organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan
secara aktif dan efektif (Situmorang et al.,, 2020). Pendekatan yang ditekankan oleh
Ackerman, yaitu berbasis hak asasi manusia, menunjukkan pentingnya memperkuat
struktur yang memungkinkan masyarakat untuk memberantas korupsi dengan efektif.
Pendekatan multi-segi yang mencakup berbagai pemangku kepentingan dan strategi
sangat penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam meningkatkan
akuntabilitas birokrasi (Marini Sari Dewi Seger, 2022).

Dengan demikian, strategi untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam
meningkatkan akuntabilitas birokrasi dapat diimplementasikan melalui beberapa
langkah :
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Pertama: upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak-hak
partisipasi dan pengawasan dalam pengelolaan publik menjadi hal yang penting. Hal ini
melibatkan pemahaman mendalam tentang mekanisme partisipasi publik serta peran
yang dimiliki masyarakat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja
birokrasi (Sudrajat, 2020). Tanggung jawab pejabat pemerintahan dan petugas layanan
publik juga termasuk dalam melakukan pelaporan kinerja secara berkala. Proses evaluasi
ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan, tingkat efisiensi, efektivitas, serta
dampak dari layanan publik yang mereka lakukan. Langkah-langkah ini menjadi esensial
dalam memastikan keterlibatan yang efektif dari masyarakat dalam proses pengawasan
publik dan penguatan akuntabilitas birokrasi (Marbela, 2023).

Kedua: sinergi antara organisasi masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk
memperkuat kapasitasnya dalam melakukan pengawasan secara kolektif. Ini dapat
dicapai melalui pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik antar-
organisasi. Dengan adanya peranan organisasi masyarakat sipil, memperkuat kemitraan
antara sektor pemerintah dan masyarakat sipil, serta membangun mekanisme yang
memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, dapat
meningkatkan akuntabilitas pemerintah secara keseluruhan (Wahyu Wagiman & Mutia
Salsabila, 2022).

Ketiga: aktivisme masyarakat sipil guna membatasi korupsi pemerintah, hal yang
utama untuk melihat kondisi akuntabilitas yang kurang menguntungkan dan masyarakat
menunujukan potensi akuntabilitas birokrasi sebagai pencegahan korupsi. Disamping itu
pemerintah juga mempunyai peranan untuk memberikan dukungan yang kuat kepada
masyarakat sipil dengan menyediakan regulasi yang mendukung, dana, dan pelatihan
yang relevan. Hal ini akan memberikan legitimasi dan dukungan kepada masyarakat sipil
dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Viani, 2023).

Keempat: pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam
memperkuat pengawasan publik dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap
informasi terkait kinerja birokrasi dan memungkinkan pelaporan yang lebih efisien
terhadap dugaan pelanggaran. Disamping itu, dengan melibatkan berbagai aktor di luar
lingkaran keputusan tradisional, seperti media, whistleblower, cendekiawan, dan penulis
tiksi, adalah langkah penting untuk memperluas ruang lingkup pemantauan dan strategi
akuntabilitas yang lebih luas untuk meningkatkan legitimasi sosial dari kebijakan
intelijen (Sudrajat, 2020).

Diskusi (Discussion)

Berdasarkan literature penulis, terdapat beberapa contoh organisasi masyarakat sipil
(OMS) yang telah berhasil memonitor kinerja birokrasi di Indonesia: (1) Indonesia
Corruption Watch (ICW): ICW merupakan salah satu OMS anti-korupsi terkemuka di
Indonesia yang telah berhasil menyelidiki berbagai kasus korupsi besar, seperti kasus
Hambalang dan Wisma Atlet. Selain itu, ICW juga aktif dalam advokasi reformasi
birokrasi dan kebijakan publik (Hadiz, 2010); (2) Mahatma Gandhi Centre for Nonviolence
(MGCN): Fokus utama MGCN adalah pada pemantauan anggaran publik dan advokasi
reformasi birokrasi.
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Organisasi ini telah berhasil mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi
anggaran dan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran (Gupta's, 2016); (3)
Jaringan Advokasi Budget Indonesia (JABI): JABI merupakan jaringan OMS yang
memfokuskan pada pemantauan anggaran publik. Melalui berbagai kegiatan pelatihan
dan advokasi, JABI telah berhasil meningkatkan kapasitas OMS dalam memantau
anggaran.

Perbandingan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia dengan Praktik Negara Lain

Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan
politik di berbagai negara. Fungsinya adalah sebagai jembatan antara pemerintah dan
warga, dan mempromosikan partisipasi publik, dan mengadvokasi perubahan kebijakan
untuk kepentingan umum (Situmorang et al.,, 2020). Misalnya masyarakat sipil di
Indonesia dan negara lain memainkan peranan yang serupa namun dalam konteks dan
tantangan yang berbeda. Peran Masyarakat sipil di Indonesia memainkan peran, seperti:
(1) Pengawasan pemerintah, yaitu bertindak sebagai pengawas kebijakan dan tindakan
pemerintah. Misalnya, lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICWW) berperan penting
dalam mengungkap kasus korupsi; (2) Advokasi Kebijakan: Organisasi non-pemerintah
(NGO) seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengadvokasi kebijakan
lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Sedangkan di negara lain seperti: Amerika Serikat dalam mengawasi pemerintah,
yaitu Organisasi seperti American Civil Liberties Union (ACLU) mengawasi kebijakan
pemerintah dan memperjuangkan hak-hak sipil dan dalam advokasi kebijakan, yaitu The
Sierra Club mengadvokasi kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Sementara di India
peran dalam mengawasi pemerintahanya adalah dilakukan oleh Organisasi seperti
American  Civil Liberties Union (ACLU) mengawasi kebijakan pemerintah dan
memperjuangkan hak-hak sipil dan dalam advokasi kebijakan dilakukan oleh Centre for
Science and Environment (CSE) mengadvokasi kebijakan lingkungan yang lebih baik
(Stewart et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan Schedler dan Diamond yang menyoroti peranan yang
sangat penting yang dimainkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam
mendorong reformasi birokrasi melalui upaya advokasi dan mobilisasi masyarakat
(Stewart et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lainnya. Sebagai contoh,
Outlet Pengaduan Banyumas (LAB) berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan
masyarakat dengan menyediakan platform pengaduan yang mudah digunakan, yang
menunjukkan bahwa interaksi dengan masyarakat dapat meningkatkan kinerja dan
kepercayaan terhadap birokrasi Pasca pandemi, penekanan pada perilaku birokrasi dan
efektivitas layanan publik menjadi kunci dalam merangsang pemulihan ekonomi,
menyoroti pentingnya perubahan budaya organisasi dan transformasi manajemen sebagai
bagian dari upaya reformasi (Herizal et al., 2020).

Penelitian (Adi, 2019) berpendapat bahwa identifikasi hambatan-hambatan terhadap
reformasi birokrasi, seperti birokrasi yang berlebihan dan kekurangan staff, menekankan
perlunya perubahan baik secara internal maupun eksternal, termasuk perubahan perilaku
dari pengguna layanan, untuk memfasilitasi reformasi tersebut.
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Upaya untuk memperkuat reformasi birokrasi di Jawa Timur melibatkan berbagai faktor,
termasuk kepemimpinan kebijakan yang kuat, komitmen yang berkelanjutan, alokasi
sumber daya yang memadai, dukungan legislatif, dan adopsi model manajemen
reformasi, menunjukkan bahwa pendekatan yang terpadu dan multifaset menjadi kunci
keberhasilan reformasi tersebut. (Winoto & Handayani, 2022)

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa OMS sering menghadapi beberapa
tantangan, seperti: (1) Kurangnya akses informasi, OMS sering kesulitan untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan pemantauan yang efektif
terhadap kinerja birokrasi; (2) Terbatasnya sumber daya dan keterbatasan dana dapat
membatasi kemampuan OMS untuk melakukan kegiatan pemantauan dan advokasi
secara menyeluruh; (3) Tekanan dan intimidasi, beberapa OMS dapat menghadapi
tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan kegiatan dan
pandangannya.

Masyarakat sipil di Indonesia dan negara lain menghadapi tantangan signifikan
dalam menjalankan peran pengawasan publik. Represi, keterbatasan sumber daya, dan
regulasi yang ketat adalah beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas
mereka. Dengan mengatasi tantangan ini, masyarakat sipil dapat berfungsi lebih efektif
dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Meskipun
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah ada, implementasinya sering kali
tidak konsisten, dan birokrasi cenderung lambat dalam memberikan akses informasi
(Haning, 2019).

Tantangan dalam pengawasan masyarakat sipil di Indonesia, diantaranya: adanya
penggunaan aplikasi pengaduan tetapi tidak terlaksana dengan maksimal. Akhirnya,
masyarakat melakukan cara agar pengaduan selesai dengan cara memviralkan hal
tersebut sehingga diproses pengaduannya. Masyarakat sipil menghadapi kesulitan
dalam menyesuaikan prinsip-prinsip internasional seperti UNGP dengan keadaan
domestik di Indonesia, sehingga akan meningkatkan kapasitas pengawasan (Wahyu
Wagiman & Mutia Salsabila, 2022).

D. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Berdasarkan analisis data diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran masyarakat
sipil dalam mengawasi dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi pemerintah sangat
penting. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat sipil dapat melakukan, seperti:
(1) Pengawasan Pemerintah; (2) Advokasi Kebijakan; (3) Pemberdayaan Masyarakat; (4)
Pendidikan dan Kesadaran Publik. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan
efektifitas organisasi masyarakat sipil, akseptabilitas informasi, dan dukungan entitas
pemerintah. Selain dapat melakukan pemantauan anagram, pengawasan kasus korupsi,
Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas keterlibatan masyarakat sipil, termasuk
tingkat partisipasi warga, akses terhadap informasi, dukungan dari entitas pemerintah,
dan kemampuan organisasi masyarakat sipil itu sendiri.
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Beberapa contoh organisasi Non Pemerintah (NGO) tersebut, adalah: (1) WALHI
(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); (2) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
(PEKKA); (3) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Adapun tantangan
sekaligus solusinya adalah: mencarikan akseptabilitas informasi secara menyeluruh,
mencari solusi keterbatasan sumber daya yang dihadapi, melakukan kerjasama antar-
organisasi, melakukan peningkatan literasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi.
Sehingga keterlibatan yang aktif dari masyarakat sipil, diharapkan terjadi peningkatan
transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam tata kelola birokrasi. Lebih jauh lagi,
masyarakat sipil (organisasi) harus mendukung dan memperkuat perannya dalam
mengawasi dan mereformasi birokrasi pemerintah untuk mencapai peningkatan kualitas
tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang lebih efektif.

Adapun rekeomendasi dalam penelitian ini adalah: Pertama: perlunya meningkatkan
reformasi kebijakan berupa, melakukan revisi terhadap Undang-undang Organisasi
Massa (Ormas) yang sudah ada perlu diamandeman, yaitu peraturan yang membatasi
kebebasan berorganisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan kegiatanya; peningkatan
transparansi, yaitu pemerintah Indonesia perlu meningkatkan transparansi dalam proses
pembuatan kebijakan dalam pengambilan keputusan, seperti dalam pembuatan Undang-
undang Ibukota Negara (IKN), pembuatan Undang-undang Cipta Kerja. Kedua:
Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendidikan dan kesadaran publik, yaitu:
melakukan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya akuntabilitas dan peran
masyarakat sipil. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, televisi, radio, dan
lokakarya komunitas.
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